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WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI,

¢ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota

f.

Kendari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020, perlu
menetapkan  Peraturan Wallkota Kendari tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari
Tahun Anggaran 2020,

. Pasal 18 ayat (0) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkal II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 44b, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomuor 3602);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan Negara
vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor |7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
[Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4100);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

11

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin  Nomor 5587)
sebaganimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Uindang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara HRepublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

13

14.

15.

16

17

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah dinbah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayvakan
Pereckonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik I[ndonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 1tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tamhahan [.emhbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

JPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 46 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomeor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

19, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 527 2);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

23.Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur
dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94}
schagaimana telah dinbah dengan Peraturan Presiden Nomaor 72 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020
tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 153);

24 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
{Derita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan 2015 Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 5257);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan :

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
655);

28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan ‘fahun Anggaran 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);

29, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
968);

30,Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari
Tahun 2007 Nomor 12);

31.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran
Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10);

32 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Kancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
semula berjumlah Rpl.605.349.015.088,00 berkurang sejumlah Rp228.898.756.974,66

schingga menjadi Rp1.376.450.258.133,34 dengan rincian sebagai berikut :

:

Pendapatan :
a. Semula

Rp

. 1.583.261.842.973,13

b. Bertambah/(berkurang) Rp. (246.715.296.487,13)
Jumlah pendapatan sctelah perubahan Rp. 1.336.546.546.486,00

2. Belanja :
a, Semula Rp. 1.605.349.015.088,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. (228.898.756.974,66)
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.376.450.258.113,34

Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan Rp. (39.903.711.627,34)
3. Pembiayaan :
a, Penerimaan
1) Semula Rp. 22.087.172.114.87
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.635.983.957,47
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 41.723.156.072,34
b. Pengeluaran
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/ {berkurang) Rp. 1.819.444.115,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 1.819.444_ 445,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 38903.711.627,34
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00



Pagal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran | Peraturan Walikota
ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah secara rinci tercantum
dalam Lampiran Il Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari

ARAF KOORDINASI _-~pada.tanggal 19~ 10 - 2020
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Diundangkan di Kendari
pada tanggal 19- /= 2020
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BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 3§
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